[bookmark: _bookmark12]BAB I PENDAHULUAN

1.1 [bookmark: _bookmark13]Latar Belakang Masalah

Sejak diterapkannya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola pemerintahan secara mandiri dengan memberdayakan sumber-sumber yang dimiliki. Penggunaan sumber daya ini harus berpihak pada kepentingan masyarakat dan mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Otonomi daerah memberikan harapan baru terhadap tumbuhnya kesadaran untuk membangun daerah secara lebih optimal. Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat (Fitriyanti dan Pratolo, 2009).
Otonomi daerah diberlakukan dengan diterbitkannya UU No. 22 dan 25 tahun 1999 kemudian direvisi melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan semakin mandiri dalam pembiayaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Hal ini juga menegaskan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan
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alokasi sumber daya ke dalam belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan, dan kemampuan daerah (Nugroho, 2010).
Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip value for money serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Tingkat kemampuan suatu daerah dapat diukur dengan besarnya penerimaan daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai penilaian akuntabilitas dan kemampuan suatu daerah penyelenggara otonomi daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah (Sularso dan Restianto, 2011). Pengelolaan keuangan yang harus dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah menuntut adanya kemandirian daerah dalam menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya. Kemandirian daerah ini dicerminkan dengan kemampuan daerah menghasilkan penerimaan pendapatan yang diperoleh daerah yang berasal dari potensi- potensi ekonomi daerah atau yang disebut juga pendapatan asli daerah (Rusydi, 2010).
Otonomi daerah yang saat ini sudah berjalan di tiap Kabupaten dan Kota D.I. Yogyakarta tetap menimbulkan persoalan baru, karena ternyata potensi fiskal pemerintah daerah yang satu dengan daerah yang lainnya masih beragam. Hal ini disebabkan oleh kesiapan fiskal dari masing-masing daerah



yang berbeda dalam pelaksanaan otonomi daerah. Perbedaan yang terjadi ini akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam. Pemberian otonomi daerah memang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, namun kenyataan yang terjadi dalam pemerintahan saat ini adalah dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah ternyata tidak selalu diikuti dengan peningkatan alokasi belanja modal yang dianggarkan lebih kecil dari belanja pegawai dari total anggaran belanja tiap tahunnya (Utomo, 2012). Padahal belanja modal merupakan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Adi (2007), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor belanja pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus senantiasa meningkatkan kinerja keuangannya karena berdampak pada peningkatan belanja modal, sehingga harus mendapatkan prioritas yang memadai (Sularso dan Restianto, 2011). Suwandi dan Tahar (2015), menyatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, efektivitas pendapatan asli daerah dan kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal, serta alokasi belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Linawati dan Suhardi (2017), juga mengatakan kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan efektivitas keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta alokasi belanja modal memoderasi kemandirian



dan efektivitas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun hasil penelitian Prihastuti dkk (2015) menunjukkan kinerja keuangan daerah secara tidak langsung (melalui alokasi belanja modal) kurang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
Berdasarkan paparan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh value for money, derajat desentralisasi, kemandirian keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang dimoderasi alokasi belanja modal. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menambahkan variabel value for money berupa rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Pemerintah daerah dituntut untuk memperhatikan value for money dalam kinerjanya karena sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan dan sumber kebocoran dana. Maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh Value for Money, Derajat Desentralisasi, Kemandirian Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Dimoderasi Alokasi Belanja Modal, Studi pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.
1.2 [bookmark: _bookmark14]Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:
1. Apakah value for money secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi?



2. Apakah derajat desentralisasi secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi?
3. Apakah kemandirian keuangan secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi?
4. Apakah value for money, derajat desentralisasi, dan kemandirian keuangan secara simultan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi?
5. Apakah alokasi belanja modal berpengaruh memoderasi value for money, derajat desentralisasi, dan kemandirian keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi?
1.3 [bookmark: _bookmark15]Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membuat batasan masalah guna mempersempit penelitian supaya lebih terfokus pada masalah yang akan di teliti. Penulis dalam menguji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dengan variabel moderasi, atau uji Moderated Regression Analysis (MRA), dengan model uji interaksi. Variabel dalam penelitian ini terdapat tujuh variabel. Variabel bebasnya adalah value for money berupa rasio ekonomis (X1), rasio efisiensi (X2), dan rasio efektivitas (X3), serta derajat desentralisasi fiskal (X4) dan kemandirian keuangan daerah (X5), sedangkan variabel terikatnya adalah pertumbuhan ekonomi (Y). Variabel moderasinya adalah alokasi belanja modal (X6). Sampel dari penelitian ini seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di D.I. Yogyakarta, yang berjumlah 4 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten



Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo yang mempublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara berturut-turut dari tahun 2014 sampai 2018.
1.4 [bookmark: _bookmark16]Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara parsial terkait pengaruh positif value for money

terhadap pertumbuhan ekonomi

2. Untuk menguji secara parsial terkait pengaruh positif derajat desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi
3. Untuk menguji secara parsial terkait pengaruh positif kemandirian keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi
4. Untuk menguji secara simultan terkait pengaruh positif value for money, derajat desentralisasi, dan kemandirian keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi
5. Untuk menguji secara empiris terkait alokasi belanja modal berpengaruh memoderasi value for money, derajat desentralisasi, dan kemandirian keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi
1.5 [bookmark: _bookmark17]Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti secara parsial pengaruh

value for money terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti secara parsial pengaruh derajat desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti secara parsial pengaruh kemandirian keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.



4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti secara simultan pengaruh value for money, derajat desentralisasi, kemandirian keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.
5. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti secara empiris pengaruh alokasi belanja modal memoderasi value for money, derajat desentralisasi, dan kemandirian keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.
1.6 [bookmark: _bookmark18]Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada Laporan Skripsi ini dikelompokan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:
BAB I	PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, Batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II	LANDASAN TEORI & PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi dan beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu juga berisikan perumusan hipotesis dan model penelitian.
BAB III	METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan dan pengolahan data, alat analisis, dan definisi operasional.



BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan.
BAB V	SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang bermanfaat bagi peneliti berikutnya.

